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Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang partisipasi generasi milenial dalam pengawasan pemilu sebagai upaya
memperkuat tata kelola demokrasi di Indonesia. Kompleksitas tahapan pemilu memerlukan
keterlibatan aktif masyarakat untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan integritas proses
demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk, peran, dan tantangan partisipasi
milenial dalam pengawasan pemilu. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan
pendekatan tinjauan pustaka, yang merujuk pada buku, peraturan, dan artikel jurnal ilmiah yang
diterbitkan dalam sepuluh tahun terakhir. Temuan menunjukkan bahwa generasi milenial memiliki
peran strategis sebagai pengawas partisipatif dengan memanfaatkan media sosial dan platform
digital untuk memantau tahapan pemilu dan melaporkan potensi pelanggaran. Partisipasi seperti ini
meningkatkan pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu, meskipun hal ini dibatasi
oleh terbatasnya literasi pemilu, kapasitas kelembagaan, dan kepercayaan masyarakat terhadap
lembaga-lembaga politik. Studi ini menyimpulkan bahwa penguatan literasi politik dan dukungan
kelembagaan sangat penting untuk mengoptimalkan partisipasi milenial dalam mencapai tata kelola
pemilu yang akuntabel dan demokratis.

Kata Kunci: generasi milenial; pengawasan pemilu; partisipasi politik; pemerintahan yang demokratis.

Abstract

This study examines the participation of the millennial generation in election supervision as an effort to
strengthen democratic governance in Indonesia. The complexity of electoral stages requires active
public involvement to ensure transparency, accountability, and integrity of the democratic process. This
study aims to analyze the forms, roles, and challenges of millennial participation in election supervision.
A descriptive qualitative method with a literature review approach was employed, drawing on books,
regulations, and scholarly journal articles published within the last ten years. The findings indicate that
millennials play a strategic role as participatory supervisors by utilizing social media and digital
platforms to monitor electoral stages and report potential violations. Such participation enhances
public oversight of election administration, although it is constrained by limited electoral literacy,
institutional capacity, and public trust in political institutions. This study concludes that strengthening
political literacy and institutional support is essential to optimize millennial participation in achieving
accountable and democratic electoral governance.

Keywords: millennial generation; election supervision; political participation; democratic governance.
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1. Pendahuluan

Partisipasi masyarakat dalam politik merujuk pada keterlibatan individu dan
kelompok dalam proses politik, baik melalui pemilihan umum, kampanye politik,
protes, keanggotaan partai politik, atau kegiatan politik lainnya. Partisipasi
masyarakat merupakan komponen penting dalam sistem demokrasi yang sehat,
karena memungkinkan warga negara untuk berkontribusi dalam pengambilan
keputusan politik dan membentuk arah kebijakan. Partisipasi generasi muda dalam
politik mempunyai pernanan yang penting untuk memastikan suara mereka
didengar dan kepentingan mereka diwakili dalam proses pengambilan keputusan
politik. Penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi
generasi muda dalam politik dan memberikan ruang bagi mereka untuk berbicara
dan berkontribusi. Mendorong generasi muda untuk terlibat dalam politik adalah
investasi dalam masa depan demokrasi dan pembangunan yang berkelanjutan
(Masan, 2025).

Dalam konteks Indonesia, partisipasi politik masyarakat memiliki arti yang
sangat strategis, mengingat pemilu merupakan sarana pelaksanaan kesetaraan
rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Salah satu bentuk partisipasi politik yang semakin mendapat
perhatian adalah partisipasi masyarakat dalam pengawasan proses pemilu.
Pengawasan pemilu tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga formal seperti
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), tetapi juga melibatkan keterlibatan aktif
masyarakat sebagai pengawas partisipatif. Pengawasan partisipatif bertujuan untuk
mencegah terjadinya pelanggaran pemilu, meningkatkan transparansi, serta
menjaga integritas dan keadilan proses pemilu (Santoso, 2018).

Seiring dengan perkembangan demokrasi dan perubahan struktur demografi
penduduk, peran generasi muda, khususnya generasi milenial, menjadi semakin
penting dalam proses politik dan kepemiluan. Generasi milenial umumnya
didefinisikan sebagai kelompok penduduk yang lahir antara awal tahun 1980-an
hingga pertengahan tahun 1990-an atau awal tahun 2000 an, yang tumbuh dan
berkembang seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi (Putra, 2016). Karakteristik generasi milenial yang adaptif terhadap
teknologi digital, kritis terhadap isu sosial - politik, serta aktif di media sosial
menjadikan mereka aktor potensial dalam mendorong pengawasan pemilu yang
partisipatif dan berbasis masyarakat.

Partisipasi politik menyoal hubungan antara kesadaran politik dan kepercayaan
kepada pemerintahan. Sehingga, partisipasi politik erat kaitannya dengan
demokrasi dan legitimasi. Partisipasi politik, demokrasi, dan legitimasi memiliki
kerangka hubungan yang sangat erat. Partisipasi politik dalam hubungannya
dengan demokrasi berpengaruh pada legitimasi masyarakat terhadap jalannya
suatu pemerintahan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa generasi milenial
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memiliki pola partisipasi politik yang berbeda dibandingkan generasi sebelumnya.
Partisipasi politik generasi milenial cenderung tidak selalu diwujudkan dalam bentuk
konvensional seperti persekutuan partai politik, tetapi lebih banyak diwujudkan
melalui aktivitas non- konvensional. seperti kampanye digital, diskusi politik di media
social. Advokasi isu, serta keterlibatan dalam berbagai gerakan komunitas (Fadilah,
2019). Kondisi ini membuka peluang besar bagi pengawalan tahapan pemilu melalui
pendekatan partisipatif yang melibatkan generasi milenial secara aktif.

Sementara studi yang dilakukan oleh Hermawan bahwa kompleksitas pemilu
2024 mulai dari tahapan pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan
suara dan penghitungan suara, hingga penetapan hasil pemilu, tuntutan
pengawasan yang lebih intensif dan menyeluruh. Dalam situasi tersebut,
keterlibatan generasi milenial dalam mengawasi tahapan pemilu menjadi sangat
relevan untuk meminimalkan potensi pelanggaran seperti politik uang, penyebaran
hoaks, mencakup media sosial, serta pelanggaran netralitas penyelenggara dan
aparatur negara (Hermawan B. , 2020). Penelitian menunjukkan bahwa pengalaman
keterlibatan langsung dalam pengawasan pemilu dapat meningkatkan literasi
politik, rasa memiliki terhadap proses demokrasi, serta kepercayaan generasi muda
terhadap institusi politik (Sari D. P., 2021)

Meskipun demikian, partisipasi generasi milenial dalam tahapan pengawasan
pemilu masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya pemahaman
terhadap regulasi kepemiluan, minimnya sosialisasi mengenai peran pengawasan
partisipatif, serta apatisme politik yang dipengaruhi oleh ketidakpercayaan
terhadap elite politik. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis dari
penyelenggara pemilu, pemerintah, dan masyarakat sipil untuk mendorong dan
memfasilitasi keterlibatan generasi milenial dalam pengawasan pemilu secara
berkelanjutan. Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai partisipasi generasi
milenial dalam mengawasi tahapan Pemilu 2024 menjadi penting untuk dilakukan.
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam
pengembangan kajian kepemiluan dan partisipasi politik di Indonesia, sekaligus
menjadi bahan rekomendasi kebijakan bagi penguatan pengawasan pemilu
partisipatif yang melibatkan generasi milenial sebagai aktor utama demokrasi di era
digital.

2. Metode Penelitian

Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial secara
menyeluruh dengan mengumpulkan dan menganalisis data dalam bentuk teks,
dokumen, serta makna yang muncul dari interaksi sosial. Penelitian ini lebih
menekankan pada proses, konteks, dan analisis yang dalam, dibandingkan dengan
kesimpulan berdasarkan generalisasi statistik (Miles, 2020). Penelitian ini
menggunakan teknik kualitatif deskriptif, yang memerlukan tinjauan literatur yang
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melibatkan pencarian bahan bacaan yang relevan dalam buku atau artikel (Creswell
J. W,, 2017). Untuk memberikan informasi terkini yang dapat digunakan untuk
mengatasi suatu masalah dan bermanfaat untuk kemajuan ilmiah lebih lanjut,
metode kualitatif karenanya dapat melakukannya. Penggunaan metode studi
literatur memerlukan sumber dan pengumpulan data melalui Pustaka, membaca,
mencatat dan mengelola untuk dijadikan bahan penelitian yang kemudian dianalisis
terlebih dahulu (Ahmad, 2018).

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil kajian yang dilakukan terhadap berbagai sumber ilmiah lima tahun terakhir
menunjukkan bahwa partisipasi generasi milenial dalam pengawasan tahapan
Pemilu 2024 merupakan fenomena yang tidak terlepas dari dinamika tata kelola
demokrasi di Indonesia. Dalam perspektif llImu Pemerintahan, pengawasan pemilu
yang partisipatif mencerminkan pergeseran hubungan antara negara dan warga
negara. Model pemerintahan ini menunjukkan bahwa seiring meningkatnya
partisipasi generasi milenial, terjadi pergeseran menuju pemerintahan yang lebih
kolaboratif. Generasi milenial tidak hanya berperan sebagai pemilih, namun juga
sebagai aktor pengawas yang berkontribusi dalam menjamin akuntabilitas
penyelenggaraan pemilu.

Literatur menunjukkan bahwa keterlibatan generasi milenial dalam pengawasan
Pemilu 2024 berlangsung dalam berbagai bentuk, baik secara langsung maupun
tidak langsung. Dalam kerangka pemerintahan demokratis, partisipasi ini
merupakan wujud dari penguatan keterlibatan sipil dan kontrol publik terhadap
penyelenggara negara. Kajian yang dilakukan (Sari D. &., 2021) menegaskan bahwa
pengawasan pemilu berbasis menjadi instrumen masyarakat penting dalam
memperkuat legitimasi pemerintahan hasil pemilu, terutama ketika lembaga
pengawas formal memiliki batasan sumber daya dan jangkauan. Generasi milenial,
dengan karakteristik adaptif terhadap teknologi dan komunikasi digital, memainkan
peran strategis dalam memperluas ruang pengawasan tersebut.

Dari perspektif tata kelola pemerintahan, pengawasan pemilu oleh generasi
milenial juga dapat dipahami sebagai bagian dari mekanisme checks and balances
horizontal yang melibatkan warga negara. (Hermawan D. S., 2022) menjelaskan
bahwa keterlibatan generasi muda dalam pengawasan pemilu berkontribusi pada
peningkatan transparansi proses politik, terutama dalam tahapan kampanye dan
pemungutan suara. Melalui media sosial dan platform digital, generasi milenial
mampu membangun jejaring pengawasan informal yang berfungsi sebagai alat
kontrol sosial terhadap potensi perlindungan kekuasaan dan pelanggaran prinsip
pemilu yang jujur dan adil.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa meningkatnya partisipasi generasi
milenial dalam pengawasan Pemilu 2024 tidak terlepas dari faktor meningkatnya
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literasi politik dan kesadaran terhadap hak-hak kewargaan. Dalam kajian IImu
Pemerintahan, literasi politik dipandang sebagai prasyarat penting bagi
terbentuknya pemerintahan yang akuntabel dan responsif. (Putri, 2023)
menyatakan bahwa generasi milenial yang memiliki pemahaman yang baik terhadap
regulasi dan tahapan pemilu cenderung lebih aktif dalam melakukan pengawasan
serta berani menyampaikan kritik terhadap penyelenggara pemilu. Hal ini
menunjukkan bahwa partisipasi generasi milenial tidak hanya bersifat simbolik,
tetapi juga substantif dalam mendukung kualitas demokrasi elektoral.

Selain literasi politik, perkembangan teknologi informasi menjadi faktor struktural
yang mendorong keterlibatan generasi milenial dalam pengawasan pemilu. Dalam
perspektif governance, teknologi digital berperan sebagai Enabler yang memperkuat
hubungan antara pemerintah dan warga negara. (Yulianto, 2022) menjelaskan bahwa
pemanfaatan teknologi digital dalam pengawasan pemilu membuka partisipasi ruang
yang lebih luas, inklusif, dan real - time. Generasi milenial sebagai digital native mampu
memanfaatkan teknologi untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu serta
menyebarkan informasi mengenai pelanggaran yang terjadi di lapangan. Namun
demikian, hasil kajian juga mengungkapkan adanya sejumlah hambatan yang
menghambat optimalisasi partisipasi generasi milenial dalam pengawasan tahapan
Pemilu 2024.

Dalam perspektif [Imu Pemerintahan, tantangan tersebut tidak hanya bersifat
individual, namun juga bersifat struktural dan institusional. (Kurniawan, 2021)
menggambarkan rendahnya pemahaman teknis mengenai mekanisme pengawasan
dan pelaporan pelanggaran pemilu menjadi kendala utama bagi pengawas partisipatif
dari kalangan generasi milenial. Keterbatasan ini menunjukkan adanya kesenjangan
antara semangat partisipasi dan kapasitas institusional warga negara.

Selain itu, tingkat kepercayaan terhadap institusi politik juga berpengaruh
signifikan terhadap partisipasi generasi milenial (Dewi, 2023) menemukan bahwa
ketidakpercayaan terhadap elite politik dan penyelenggara negara berkontribusi
terhadap sikap apatis sebagian generasi muda. Dalam kajian pemerintahan, rendahnya
kepercayaan terhadap institusi publik merupakan indikator lemahnya legitimasi
pemerintah. Oleh karena itu, Partisipasi generasi milenial dalam pengawasan pemilu
perlu dipahami sebagai respons kritis terhadap praktik pemerintahan yang belum
sepenuhnya memenuhi prinsip good governance.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, keterlibatan generasi milenial dalam
pengawasan Pemilu 2024 memiliki implikasi penting terhadap penguatan kualitas
pemerintahan demokratis. (Dalton, 2021) menegaskan bahwa keterlibatan generasi
muda dalam proses pengawasan pemilu berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas
dan legitimasi pemerintahan hasil pemilu. Dalam konteks Indonesia, partisipasi generasi
milenial berpotensi memperkuat fungsi pengawasan masyarakat terhadap negara,
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sekaligus mendorong penyelenggara pemilu untuk bekerja lebih transparan dan
profesional.

Lebih jauh, pengalaman generasi milenial dalam pengawasan pemilu juga memiliki
implikasi jangka panjang terhadap pembentukan budaya politik partisipatif. (Sari D. ,
2022) menunjukkan bahwa keterlibatan aktif dalam pengawasan pemilu dapat
meningkatkan rasa memiliki terhadap proses pemerintahan serta mendorong
partisipasi politik yang lebih berkelanjutan. Dalam perspektif lmu Pemerintahan, hal ini
merupakan modal sosial yang penting bagi konsolidasi demokrasi dan pembangunan
tata kelola pemerintahan yang inklusif. Partisipasi generasi milenial dalam pengawasan
tahapan Pemilu 2024 mencerminkan penguatan demokrasi melalui partisipasi yang
lebih aktif dan transparan. Partisipasi politik, seperti pengawasan pemilu, merupakan
indikator penting berfungsinya demokrasi karena memungkinkan warga negara
mengawasi dan mempengaruhi proses politik. (Budiardjo, 2018) menegaskan hal ini.

Pengawasan pemilu yang melibatkan generasi milenial sejalan dengan prinsip good
governance, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas. (Dwiyanto, 2020)
tekanan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses publik, seperti pemilu, berperan
penting dalam mendorong terselenggaranya pemerintahan yang akuntabel.
Karakteristik adaptif generasi milenial terhadap teknologi memperkuat peran mereka
dalam pengawasan pemilu berbasis digital.Selain itu, Perkembangan informasi
teknologi membuka peluang baru bagi pengawasan partisipatif. (Nugroho, 2021)
menjelaskan bahwa digitalisasi pemerintahan memungkinkan warga negara, khususnya
generasi muda, terlibat aktif dalam pengawasan kebijakan publik. Dengan demikian,
partisipasi generasi milenial dalam pengawasan Pemilu 2024 tidak hanya menjaga
integritas pemilu, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan budaya politik
partisipatif yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan ini menegaskan bahwa partisipasi
generasi milenial dalam mengawasi tahapan Pemilu 2024 merupakan bagian integral
dari proses penguatan demokrasi dan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Partisipasi
tersebut mencerminkan meningkatnya kesadaran kewargaan, pemanfaatan teknologi
digital dalam pemerintahan, serta tuntutan terhadap penyelenggaraan pemilu yang
lebih akuntabel dan transparan. Oleh karena itu, penguatan peran generasi milenial
dalam pengawasan pemilu perlu didukung melalui kebijakan publik yang berorientasi
pada peningkatan literasi politik, penguatan kapasitas pengawas partisipatif, serta
pembangunan kepercayaan terhadap institusi pemerintahan dan demokrasi.

4. Kesimpulan

Hasil kajian menunjukkan bahwa keterlibatan generasi milenial mencerminkan
pergeseran dalam hubungan antara negara dan warga negara, di mana generasi ini
tidak hanya berperan sebagai pemilih, tetapi juga sebagai aktor pengawas yang
memiliki peran aktif dalam proses demokrasi. Partisipasi tersebut menunjukkan
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adanya peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan integritas penyelenggaraan
pemilu. Keterlibatan generasi milenial dalam pengawasan pemilu 2024 dipengaruhi
oleh meningkatnya literasi politik, kesadaran kewargaan, serta pemanfaatan
teknologi digital, yang memungkinkan mereka melakukan pengawasan secara lebih
luas dan cepat. Media sosial dan platform digital menjadi ruang baru bagi generasi
milenial untuk menjalankan fungsi kontrol publik terhadap penyelenggara pemilu.
Partisipasi ini berkontribusi pada penguatan legitimasi hasil pemilu dan peningkatan
kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.

Namun, partisipasi generasi milenial dalam pengawasan pemilu masih
menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek individu maupun struktural.
Rendahnya pemahaman teknis terhadap regulasi dan mekanisme pengawasan
pemilu, keterbatasan kapasitas institusional pengawasan partisipatif, serta
rendahnya tingkat kepercayaan terhadap elite politik dan institusi pemerintahan
menjadi hambatan dalam optimalisasi peran generasi milenial. Kondisi ini
menunjukkan bahwa semangat partisipasi belum sepenuhnya didukung oleh
kebijakan dan kelembagaan yang memadai.

Rekomendasi penelitian ini adalah untuk memperkuat peran generasi milenial
dalam pengawasan pemilu, diperlukan kebijakan publik yang fokus pada
peningkatan literasi politik, penguatan kapasitas pengawas partisipatif, serta
pembangunan kepercayaan terhadap institusi pemerintahan dan demokrasi.
Partisipasi generasi milenial dalam proses pemilu tidak hanya menjaga
terlaksananya pemilu yang jujur dan adil, tetapi juga menjadi modal penting untuk
mengintegrasikan demokrasi dan pembangunan tata kelola pemerintahan yang
inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.
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